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ABSTRAK

Persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup lahir berdasarkan politik hukum pemerintah untuk
menciptakan lapangan pekerjaan dan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
keberadaan persetujuan lingkungan ini dinilai telah merugikan upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dikarenakan adanya penyempitan ruang
partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal dan juga adanya pergeseran kewenangan
atas urusan lingkungan hidup yang dapat dikatakan sangat bernuansa sentralistik. Dengan
demikian, hal tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup di indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
futuristik, dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini terdiri dari data hukum
primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier yang kemudian dikaji dan di analisis
secara kualitatif serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil
penelitian ini disimpulkan bahwa diperlukannya perubahan terhadap konsep pengaturan
persetujuan lingkungan di dalam UU Cipta Kerja agar lebih bersifat partisipatif bagi
masyarakat luas dan memberi ketegasan atas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota secara adil dan merata
berdasarkan amanat UUD NRI 1945 sehingga terciptanya kepastian hukum dan keadilan
bagi masyarakat secara luas.

Kata Kunci: Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha, Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indralaya, F AP R-2022
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ABSTRACT

Environmental approval as a model for business license in the context of protection and management

environment was bom based on the government law politics to create jobs and improve the
ment climate in Indonesia. The existence of this environmental approval is considered to have
=d efforts to protect and manage the environment in Indonesia due to the narrowing the space for
anity participation in the pre ion of the Environmental Impact Analysis (4mdal) and also a
in authority over environmental affairs which can be said to be very centralized. Thus, it is
-d that it will affect the efforts to protect and manage the environment in Indonesia. This is
ative research using statutory, futuristic, and conceptual approaches. This study uses primary,
dary. and tertiary legal data which are then reviewed and analyzed qualitatively and concluded
deductive methods. The results of this study showed that there was a need for changes to the
.ot of environmental approval arrangements in the Job Creation Law (LU Cipta Kerja) to be
participatory for the wider community and provide firmness on the authority possessed by the
al government, regional governments, and district/city governments in a fair and equitable
or based on the mandate of the Constitution of Republic of Indonesia 1945 so as to create legal
aty and justice for the wider community.

Key words: Environmental Approval, Business License, Protection and Management of the
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munadjat Danusaputro di dalam bukunya berpendapat bahwa lingkungan
atau lingkungan hidup adalah benda, keadaan, daya dan makhluk hidup beserta
manusia dan perbuatannya dalam kesatuan ruang yang mempengaruhi
keberlangsungan  kehidupan manusia dan  makhluk  lain  termasuk
kesejahteraannya.! Lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk tak hidup dan
makhluk hidup merupakan eksistensi terpenting dalam kehidupan di dunia. Oleh
karena itu, lingkungan hidup yang tertata dengan baik akan dapat menyelematkan
lingkungan hidup itu sendiri dari pencemaran dan kerusakan sehingga masyarakat

dapat memperoleh hak-hak mereka atas lingkungan yang baik pula.?

Upaya melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran
merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi umat manusia. Namun, Apabila kita
kaitkan dengan sistem bernegara. Maka, tugas melindungi lingkungan hidup dari
adanya kerusakan dan pencemaran sudah seharusnya menjadi tanggung jawab

negara. Hal ini dikarenakan negara merupakan aktor terpenting dalam menentukan

! Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku 1 Umum, (Jakarta: Bina Cipta, 1985),
him. 48. Dikutip Oleh di Muhammad Akib, Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional,
Ed. Rev, Cet. 4 Depok: Rajawali Pers, 2018, him. 1.

2 Richard V. Waas, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau
Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional™, Jurnal Sasi. Vol. 20 No. 1, Januari-
Juni 2014. him. 81.



arah kehidupan bagi warganya dan memilikki kewenangan untuk mengontrol
penyelenggaraan negara serta memilikki kewajiban untuk mensejahterakan
rakyatnya. Hal ini sebagaimana van vollen hoven di dalam teori nya mengenai
kekuasaan negara mengatakan bahwa negara sebagai organisasi tertinggi
mendapatkan kekuasaan dari bangsa untuk mengatur segalanya dan berdasarkan
kedudukannya negara memiliki kewenangan untuk peraturan hukum.®Adapun
dalam rangka upaya negara mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, konsep negara
kesejahteraan (welfare state) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas

bentuk keterlibatan negara.*

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep welfare state dapat terlihat
jelas dari tujuan negara yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) “melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.”® Dengan demikian negara dituntut harus berperan aktif
kedalam seluruh sendi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kesehjateraan
sosial. Indonesia dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara telah menempatkan

hak-hak setiap warga negara sebagai landasan utama dalam menentukan arah

3 Septarina, Muthia. "Tata Kelola Hutan Adat Pasca Putusan MK No 35/puu-x/2012."
Jurnal Al-Adl, vol. 5, No. 10, 2013, him. 3.

4 Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, Absori, “Quo Vadis Negara Kesehajteraan: Meneguhkan
Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 31
No. 2, Juni 2019. him. 253.

® Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Alinea ke-4.



kebijakan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap warga negara memlikki hak
yang sama sebagaimana diatur di dalam UUD NRI 1945 yang khususya termaktub
di dalam Pasal 27 hingga Pasal 28] dan kemudian disebut sebagai hak

konstutisonal.

Namun, di sisi lain konsep welfare state juga memliki konsekuensi dalam
kegiatan bernegara. Hal ini dikarenakan peran pemerintah akan semakin kompleks
dalam mengontrol dan mengarahkan kehidupan di masyarakat sebagai upaya untuk
mencapai kesejahteraan sosial yang kemudian cenderung dapat terjadi
peyalahgunaan oleh pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang terhadap
rakyatnya. Oleh karena itu, indonesia tak hanya menempatkan konsep welfare state
dalam penyelenggaraan pemerintahannya melainkan juga menempatkan konsep

negara hukum sebagai pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Pasal 1 angka 3 UUD NRI 1945 telah menyebutkan bahwa indonesia
merupakan negara hukum. Apabila kita kaitkan juga dengan konsep welfare state
yang dianut oleh Indonesia. Maka, kedua konsep tersebut telah mewajibkan
pemerintah untuk tunduk pada aturan-aturan hukum yang melindungi dan
menjamin hak-hak yang dimilikki setiap warga negara yang terdiri dari hak di
bidang sipil ataupun politik, ekonomi, dan budaya.® Oleh karena itu, setiap aktifitas

bernegara harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat

® Adrian Sutedi, Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik, Ed. 1, Cet. 5 (Jakarta:
Sinar Grafika, 2019), him. 2.



(Public Service) yang diimplemetasikan dari hak-hak masyarakat yang harus

dilindungi dan dilayani.’

Adapun dalam melayani hak-hak yang dimiliki masyarakat, pemerintah
memiliki instrument hukum dalam bertindak yang salah satu contohnya adalah
perizinan. Menurut Spelt dan Ten Berge izin merupakan sebuah persetujuan dari
penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam suatu
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan yang dilarang peraturang perundang-
undangan.? Adapun menurut sjachran basah “izin adalah perbuatan hukum
administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret
berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.”® Oleh Karena itu, dapat disimpulkan bahwa izin merupakan
sebuah tindakan pemerintah yang memperbolehkan suatu hal konkret yang dilarang
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam suatu keadaan tertentu
dengan syarat sesuai prosedur yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-

undangan.

Penyelenggaraan instrument perizinan diadakan berdasarkan kebutuhan
pembangunan untuk masyarakat pada bidang ekonomi baik melalui investasi,
infrastruktur, usaha dan sebagainya. Perizinan ini digunakan oleh pemerintah untuk
melakukan pengendalian kegiatan yang ada di masyarakat yang salah satunya

adalah kegiatan usaha. Hal ini bertujuan untuk mengatur ketertiban, membantu

7 1bid,

8 Pudyatmoko, Y. S. "Kebijaksanaan Pemerintah YOGYAKARTA dalam Penanganan
Perizinan oleh Dinas Perizinan dan Tanggapan Masyarakat Terhadapnya." Jurnal Hukum Pro
Justitia, vol. 25, no. 4, 2007, him. 363-364.

® Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, him. 170.



masyarakat menembus pasar, dan melakukan integrasi bidang usaha dengan bidang
lainnya seperti bidang lingkungan hidup. Dalam hal ini pengintegrasian kegiatan
usaha terhadap lingkungan hidup melalui instrument perizinan diadakan dalam
rangka kegiatan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur di dalam Pasal 33
ayat (4) UUD NRI 1945 dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
agar tidak mengalami kerusakan maupun pencemaran sebagai akibat dari adanya
kegiatan usaha yang ada. Pembangunan berkelanjutan sendiri dilakukan dengan
cara menyerasikan sumber daya alam dengan pembangunan sebagai suatu proses
pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber
daya manusia.*®

Penyelenggaraan perizinan usaha sebagai sebuah wujud tindakan
pemerintah haruslah didasarkan pada konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
Penyelenggaraan perizinan usaha bedasarkan konsep tata kelola pemerintahan yang
baik dimaksudkan untuk memberikan kepastian, rasa keadilan, transparansi
informasi dan dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya oleh negara terhadap
masyarakat. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam prinsip-prinsip dasar pada
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Lembaran Negara. 2009/ Nomor. 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor. 5059 (UU PPLH) sebagai bagian dari prosedur perizinan usaha di bidang
lingkungan yang menghendaki adanya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan

berkeadilan.

1 Evi Purnama Wati, “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam
Pembangunan Yang Berkelanjutan”, Bina Hukum Lingkungan. Vol. 3 No. 1, Oktober 2018. him.
120.



Dalam perkembangannya, mekanisme perizinan usaha di Indonesia
mengalami banyak permasalahan. Permasalahan yang muncul ialah banyak
ketidaksinkronan aturan hukum dan buruknya sistem birokrasi yang ada sehingga
memperlambat proses perizinan itu sendiri yang menyebabkan rendahnya daya
saing investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia yang akhirnya bermuara pada
gerak perekonomian menjadi lambat serta banyak timbul celah untuk melakukan
tindakan korupsi, suap, dan nepotisme di dalamnya.

Maka dari itu, Pada 5 Oktober 2020 Pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat mengesahkan sebuah Undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Nomor. 2020/ Nomor. 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor. 6573. (UU Cipta Kerja).!! UU Cipta Kerja
ini merupakan undang-undang model baru pada sistem hukum Indonesia, undang
undang ini dibentuk menggunakan metode pembentukan peraturan perundang-
undangan Omnibus Law yang merupakan sebuah konsep pembentukan peraturan
perundang-undangan yang memuat banyak undang-undang sekaligus menjadi satu
dalam sebuah undang-undang baru. Konsep ini sendiri diperkenalkan oleh Presiden
Jokowi dalam pidato kenegaraannya saat dilantik sebagai Presiden Republik

Indonesia Periode 2019-2024 pada 20 oktober 2019.?

1 Tim Redaksi, “Perjalanan UU Cipta Kerja: Disahkan DPR hingga Diteken Jokowi”,
https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-
jokowi, detik.com, Diakses 31 Agustus 2021, Pukul 22.37 WIB.

12 Tim Redaksi, “Omnibus Law UU Cipta Kerja, Keinginan Jokowi yang Jadi Nyata...” --
-- https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06264741/omnibus-law-uu-cipta-kerja-keinginan-
jokowi-yang-jadi-nyata?page=all, Kompas.com, Diakses tanggal 31 Agustus 2021, Pukul 22.34
WIB.



https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi
https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06264741/omnibus-law-uu-cipta-kerja-keinginan-jokowi-yang-jadi-nyata?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06264741/omnibus-law-uu-cipta-kerja-keinginan-jokowi-yang-jadi-nyata?page=all

Dalam berbagai kajian akademis dan pendapat maupun kritik dari berbagai
kalangan. UU Cipta Kerja yang di buat dengan tujuan untuk memberikan
kemudahan berusaha, membuka keran investasi seluas-luasnya, dan
menyederhanakan birokrasi perizinan ini dianggap telah mengabaikan prinsip-
prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat terlihat jelas
dari UU Cipta Kerja yang langsung menjadi sorotan publik terkhusus dalam hal ini
dari para pengamat lingkungan. Hal ini bukan tanpa dasar melainkan berawal dari
adanya perubahan nomenklatur izin lingkungan yang diatur di dalam UU PPLH
menjadi persetujuan lingkungan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja itu sendiri.

Izin lingkungan dipahami sebagai suatu unsur penting dalam upaya untuk
mengendalikan kegiatan/usaha agar lingkungan hidup tidak mendapatkan dampak
kerugian.'® Menurut Pasal 1 angka 35 UU PPLH, izin lingkungan adalah “izin yang
diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib
amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”*
Sedangkan definisi persetujuan lingkungan di dalam Pasal 22 UU Cipta Kerja
“adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan
pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah

pusat atau pemerintah daerah.”*® Di dalam masing-masing definisi atas, terlihat

13 Andri Gunawan Wibisana, “Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan
Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara”, Jurnal Hukum
dan Pembangunan Tahun Ke-48 No. 2, April-Juni 2018. him. 224,

4 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.
32 Tahun 2009, LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059.

15 Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN.2020/No.245,
TLN No.6573.



bahwa perubahan yang terjadi tak hanya pada nomenklatur saja melainkan adanya
juga perubahan dari segi konsep. Hal ini terlihat jelas dari penegasan frasa Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai sebuah prasyarat di dalam lzin
lingkungan yang telah dihapus di dalam definisi dari persetujuan lingkungan.
Perubahan yang terjadi di dalam persetujuan lingkungan berimplikasi terhadap
perubahan prosedur dan implementasi perizinan itu sendiri. Hal tersebut
dikarenakan lantaran salah satu yang terjadi adalah adanya prosedur
penyederhanaan mekanisme Amdal. Salah satunya adalah Komisi Penilai Amdal di
dalam UU PPLH mengalami pergantian menjadi tim uji kelayakan lingkungan
hidup pemerintah pusat.

Selain dari pada itu, di dalam mekanisme persetujuan lingkungan juga
terjadi penyimpangan terhadap asas keterbukaan dan partisipasi yang ada pada
mekanisme izin lingkungan. Hal ini sebagaimana keterangan pers Direktur
Eksekutif Wali Amanat Lingkungan Hidup (WALHI) “UU Cipta Kerja mengubah
lingkup masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam penyusunan Amdal dari a)
masyarakat yang terkena dampak; b) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c) yang
terpengaruh atas segala bentuk keputusan amdal, menjadi hanya masyarakat yang
terdampak langsung.”® Penyimpangan yang terjadi telah membuat proses perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi minim. Hal ini sebagaimana Indonesia saat
ini sedang mengalami permasalahan lingkungan yang serius, hal ini dapat dilihat

dari semakin meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat

6 Tim Redaksi, "WALHI Kritik Siti Nurbaya Soal Amdal Pada UU Ciptaker”,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201012100514-20-557247/walhi-kritik-siti-nurbaya-
soal-amdal-pada-uu-ciptaker, CNNIndonesia, Diakses tanggal 19 September 2021, pukul 18.05
WIB.




dari eksploitasi pada sumber daya alam sehingga menyebabkan kualitas lingkungan
hidup semakin memburuk seperti. Maka dari itu, kualitas kehidupan yang akan
datang merupakan permasalahan lingkungan hidup yang masih menjadi tanggung
jawab besar bagi pemerintah.t’

Pada UU Cipta Kerja, izin lingkungan tidak diatur secara tegas yang dimana
dalam memperoleh izin keputusan kelayakan lingkungan hidup dalam kegiatan
usaha harus mendapatkan persetujuan lingkungan dari pemerintah pusat atau
pemerintah daerah.!® Mekanisme pengaturan izin lingkungan dalam bentuk
persetujuan lingkungan dalam Undang Undang Cipta Kerja ini pun dianggap
memberikan dampak negatif terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya pengecilan partisipasi
dari pembentuk tim penilai Amdal yang sebelumnya merupakan kewenangan
menteri, gubernur, bupati, dan walikota menjadi kewenangan pemerintah pusat
yang diatur di dalam UU Cipta kerja perubahan Pasal 24 UU PPLH. Selain itu,
telah terjadi juga penyempitan ruang masyarakat luas dalam melakukan
penyusunan dan penilaian atau masukan kelayakan lingkungan hidup dalam
kegiatan usaha sebagaimana diatur di dalam UU Cipta Kerja Perubahan Pasal 26
UU PPLH. Keberadaan persetujuan lingkungan yang berbeda dengan izin
lingkungan ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia kedepannya. Hal ini dikarenakan dasar

17 Anika Ni’matun Nisa dan Suharno, “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan
Lingkungan Hidup Untuk Meweujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kebakaran Hutan Di
Indonesia)”, Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 4 No. 2, Maret 2020. him. 295.

181 embaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, Diskusi Publik “Izin Lingkungan
Hidup UU Ciptaker”, https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/, Diakses
tanggal 1 September 2021, Pukul 14.49 WIB.
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dari adanya UU Cipta Kerja di buat dengan landasan kepentingan investasi, usaha,
dan pembangunan sedangkan dasar dari terbentuknya UU PPLH adalah untuk
melindungi kelangsungan perikehidupan manusia dan lingkungan hidup dengan
berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan.
Berdasarkan penjelasan di dalam latar belakang tersebut, dapat diilihat
bahwa pengaturan dan konsep keputusan kelayakan lingkungan hidup pada bidang
perizinan usaha dalam bentuk persetujuan lingkungan memiliki perbedaan dengan
izin lingkungan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk
skripsi dengan judul “PERSETUJUAN LINGKUNGAN SEBAGAI MODEL
PERIZINAN USAHA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapatlah sebuah rumusan

masalah tentang:

1. Bagaimana konsep persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

2. Bagaimana implikasi hukum persetujuan lingkungan sebagai model
perizinan usaha dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian haruslah memilikki tujuan yang jelas. Tujuan

penilitian adalah untuk memahami permasalahan yang ada dan menemukan solusi
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yang tepat untuk penyelesaiannya sehingga penilitian dapat memberikan manfaat.
Adapun tujuan dan kegunaan Penelitian ini berdasarkan dari Rumusan Masalah di

atas yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsep persetujuan
lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup?

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Implikasi hukum persetujuan
lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam upaya perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Secara teoritis, dapat berguna dalam upaya pengembangan dan pengayaan
pemikiran ilmu pengetahuan hukum pada umumnya mengenai urusan
perizinan berusaha dan perizinan lingkungan dan terkhusus mengenai
persetujuan lingkungan sebagai model perizinan dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Secara praktis hasil,

a. memberikan sumbangan pemikiran berupa kritik, masukan, dan
evaluasi bagi pemerintah dan legislatif mengenai pengaturan
persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
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b. Dapat menjadi refrensi bagi pemerintah dalam membentuk undang-
undang yang mengatur kepentingan lingkungan hidup dan
kepentingan ekonomi secara proporsional agar upaya perlindungan
dan pengelolaan lingkungan tidak dikesampingkan sehingga
terwujudnya kesehjateraan bagi setiap warga negara terkhusus atas

hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
E. Kerangka Teori

Adapun yang menjadi konsep dan teori dari kerangka penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut:
1. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Negara Kesejahteraan (welfare state) adalah hasil dari pergulatan pemikiran
ideologi dan teori, terkhusus pada golongan sayap kiri (left wing view), seperti
marxisme, sosialisme, dan sosial demokratik.® Menurut Bessant, Watts, Dalton dan
Smith (2006), landasan dari adanya pemikiran negara kesejahteraan dimulai pada
abad ke-18 saat Jeremy Bentham (1748-1832) memperkenalkan sebuah gagasan
bahwa yang memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya untuk menjamin
kebahagiaan the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their

citizens adalah pemerintah dan dalam menjelaskan konsep kebahagiaan atau

19 Paul Spicker. Social Policy: Themes and Approaches, (London: Prentice Hall, 1995),
sebagaimana dikutip dari Edi Suharto, “Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos”, dalam
www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/ReinventingDepsos. pdf, hal. 7. Diakses 14 Des 2009.
Sebagaimana Dikutip Oleh Agus Riwanto, Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca
Reformasi, Cet. 1 (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2018), him. 9.
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kesejahteraan di dalam konsepnya Bentham menggunakan istilah ‘utility’

(kegunaan).?

Welfare state merupakan perkembangan pemikiran kenegaraan dan
pemerintahan pada konsep negara hukum yang di anut negara-negara di dunia
setelan berakhirny perang dunia®® yang sekaligus mengakhiri konsep negara
penjaga malam (nachtwachtersstaat). Dengan kata lain, konsep negara
kesejahteraan (welfare state) adalah perwujudan konkret dari adanya prinsip
staatsbemoeienis yang menghendaki adanya peranan aktif pemerintah dalam
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sebagai upaya mewujudkan
kesejahteraan warga negara dan juga merupakan peralihan dari prinsip
staatsonthouding yang membatasai peran pemerintah terhadap kehidupan ekonomi

dan sosial masyarakat.??

Lahirnya konsep negara kesejahteraan ini menuntut negara untuk
memperluas tanggung jawabnya terhadap rakyatnya dalam permasalahan sosial dan
ekonomi.?® Lebih daripada dimensi ekonomi dan sosial, konsep negara
kesejahteraan pun juga mengehendaki negara bertanggung jawab untuk menjaga
ketertiban, keamanan, dan kenyamanan hidup warga negara.?* Sebagaimana
perwujudan konkret dalam bentuk norma yang menggambarkan Indonesia sebagai

negara kesejahteraan (welfare state) juga dapat terlihat dari adanya hak-hak setiap

20 1bid, him.10.

2l Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, Ed. Rev, Cet. 15 (Jakarta: Rajawali Pers,
2018), him. 14.

22 1bid. him.14-15.

23 Djauhari, “Kajian Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam”, Jurnal Hukum. Vol.
XVI No. 1, Maret 2006. him. 31.

24 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1986), him. 36
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warga negara yang di jamin oleh konstitusi. Jaminan atas hak warga negara di dalam
UUD NRI 1945 memilikki konsekuensi dalam setiap penyelenggaraan negara
melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui keputusan pejabat
pemerintahan haruslah memperhatikan hak-hak warga negara atau dalam hal

mendasarkan pada kepentingan umum.

Dari berbagai kompleksitas yang ada pada konsep negara kesejahteraan
terkait dengan pengaturan hak dan kewajiban oleh negara dan warga negara itu
sendiri dalam bernegara. Maka dari itulah, konsep negara kesejahteraan (welfare
state) ini sendiri dianggap sebagai sebuah paham konsep bernegara yang sangat

efektif dalam proses penyelenggaraan negara.
2. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Konsep pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep pembangunan
yang memikirkan keberlangsungan lingkungan hidup dalam jangka panjang yang
berimplikasi pada kehidupan generasi mendatang dengan di dasarkan pada sikap
keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang bersifat lintas batas negara.?
Konsep ini muncul sebagai respon untuk melindungi kepentingan lingkungan hidup
dan generasi yang akan datang dari kerusakan yang di timbulkan oleh aktivitas
pembangunan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri dan untuk
meningkatkan taraf hidup guna mencapai kesejahteraan sosial baik melalui
ekonomi, sosial, dan lain sebagainya dengan menggunakan sumber daya alam yang

ada. Namun, aktivitas pembangunan ini memberikan dampak negatif pada aspek

25 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
him. 60.
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kehidupan lainnya terutama pada aspek lingkungan hidup yang mengalami
pencemaran dan kerusakan. Hal ini jelas sangat merugikan aspek lingkungan yang
dimana seharusnya sumber daya alam dimanfaatkan dengan cara yang bijakasana
dan juga harus dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup itu sendiri.?® Oleh karena itu, untuk menemukan sebuah solusi yang dapat
menyeimbangkan aktivtas pembangunan dan aspek lingkungan, maka lahirlah hasil

pemikiran manusia mengenai konsep pembangunan berkelanjutan

Pada prinsipnya, konsep pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep
pemikiran dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui
pembangunan di banyak aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan pendidikan
yang menghendaki pembangunan yang dilakukan oleh generasi saat ini tidak boleh
menggerus kesejahteraan generasi yang akan datang.?’ Adapun hasil dari
pengakomodiran Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992 pada dasarnya
Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) ini dimaknai sama halnya
dengan Ecodevelopment yang merupakan sebuah konsep pembangunan yang tidak
mengesampingkan kepentingan lingkungan atau dalam hal ini pembangunan yang

memperhatikan aspek lingkungan (Prinsip 1 dan 2 Deklarasi Stockholm).?®

% pysat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, Daya Dukung dan Daya
Tampung Lingkungan Hidup Ekoregion Sumatera Berbasis Jasa Ekosistem, Kementrian
Lingkungan Hidup Dan Kehuatanan, him. I-1.
------------------- http://p3esumatera.menlhk.go.id/p3es/uploads/unduhan/201143_-_ATR_-_AP150_ -
DUPLEX - 50 - SET ok - B REVISI_.pdf, Diaksestanggal 27 September 2021, Pukul 12:41
WIB.

2’ Muhammad Suparmoko, “Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Regional”, Jurnal Ekonomika dan Manajemen. Vol. 9 No. 1, April
2020. him. 40.

2 N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan, Ed.Rev, Cet.2 (Jakarta: Pancuran Alam. 2009),
him. 10.


http://p3esumatera.menlhk.go.id/p3es/uploads/unduhan/201143_-_ATR_-_AP150_-_DUPLEX_-_50_-_SET_ok_-_B_REVISI_.pdf
http://p3esumatera.menlhk.go.id/p3es/uploads/unduhan/201143_-_ATR_-_AP150_-_DUPLEX_-_50_-_SET_ok_-_B_REVISI_.pdf
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Berkaitan dengan hal tersebut, konsep pembangunan berkelanjutan mulai
dikenal dunia sejak tahun 1987 dalam sebuah publikasi dokumen Our Common
Future (hari depan kita Bersama) yang memuat analisis dan masukan pemikiran
bagi proses pembangunan berkelanjutan yang diterbitkan oleh Lembaga World
Commision on Environmental and Development (WCED).?° Dimana,

pembangunan berkelanjutan ini dapat dicapai melalui empat (4) hal yaitu:*°

a. pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber
daya yang dapat diperbaharui

b. melestarikan dan menggantikan sumber alam yang bersifat jenuh
(exhaustible resources)

c. pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis

d. pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Dalam rangka melakukan mencapai kesejahteraan sosial di indoensia untuk
generasi saat ini dengan tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang
untuk mencapainya pula, konsep pembangunan berkelanjutan ini telah secara nyata
tertanam dalam nilai-nilai pembangunan yang ada di Indonesia dengan dengan
landasan filosofis termaktub di dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang
berbunyi ‘“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ckonomi nasional.” Pengaturan pembangunan

berkelanjutan di Indonesia hingga saat ini terus mengalami perkembangan yang

2% Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan
Lingkungan Hidup, Cet. 3 (Bandung: Refika Aditama, 2011), him. 51.

% Laode M. Syarif, Maskun, & Birkah Latif, “Evolusi Kebijakan dan Prinsip-Prinsip
Lingkungan Global” Dalam Laode M. Syarif (Editor), Hukum Lingkungan: Toeri, Legislasi dan
Studi Kasus, Bab 2, (Kemitraan Partnership. 2015), him. 50.
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diatur oleh UU PPLH dengan seiring berkembangnya kompleksitas pembangunan

dan masalah lingkungan.
3. Teori Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Konsep good governance berawal dari penilitian yang dilakukan oleh
sebuah komisi yang dibentuk oleh pemerintah belanda dan di pimpim oleh De
Monchy yang bertujuan untuk memikirkan solusi alternatif dalam rangka
peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administratif negara

yang menyimpang pada tahun 19463

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah sebuah
konsep pemikiran dalam penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk menjadi
pedoman bagi penyelenggara pemerintahan agar penyelenggaraan pemerintah
berjalan dengan baik. Bagir Manan berpendapat bahwa tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) terhadap rakyatnya ialah pemerintahan yang dapat
memberikan jaminan kemudahan, kepastian hukum, dan memberikan perlindungan
terhadap warganya dari berbagai tindakan sewenang-wenang, baik atas diri, hak
maupun atas harta bendanya serta memberikan pelayanan publik yang baik dan
bersih.3? Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ini muncul
sebagai pembatas pelaksanaan kewenangan yang dimilikki pemerintah sebagai

penyelenggara pemerintahan agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang

31 Muhammad Rakhmad, Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet.1 (Bandung: LoGoz
Publishing, 2014), him. 302.

32 Bagir Manan, “Good Governance”, dalam lampiran Bagir Manan, Menyongsong Fajar
Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
2005) him.276. Dikutip Oleh Tanto Lailam, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Cet. 1
(Yogyakarta: Prudent Media, 2011), him. 106.
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yang dapat merugikan masyarkat dan menginginkan berjalannya pemerintahan

secara baik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada konsep good governance tidak
hanya menghendaki peran negara saja di dalamnya, melainkan konsep good
governance juga mengjendaki adanya keterlibatan aktor lainnya di luar dari negara
dan pemerintahan sebagai pihak-pihak yang terlibat®® seperti masyarakat dan sektor
privat. Sehingga pada era global ini, teori good governance memandang bahwa
yang mampu menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik secara efisien,
ekonomis, dan adil bukan hanya pemerintah saja melainkan melahirkan paradigma
baru yaitu tentang pentingnya partnership dan jaringan antar banyak stakeholders

penyelenggara urusan publik.®*

Kolaborasi dari 3 aktor oleh negara, masyarakat, dan sektor swasta dalam
konsep good governance bertujuan menciptakan keseimbangan peran dalam proses
penyelenggaraan negara dan membuat pemerintahan berjalan dengan baik sehingga
dapat tercapainya kesejahteraan umum itu sendiri. Pemerintahan berjalan dengan
baik ini dapat dikatakan tercapai apabila implementasi prinsip prinsip good
governance di lakukan dengan baik pula. Hal ini sebagaimana prinsip prinsip
partisipasi, akuntabilitas, berkeadilan, dan tranparan yang dikemukakan United

Nations Development Programme (UNDP) dalam pelaksanaan good governance

% Joko Widodo, Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi
Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, him. 18. Dikutip
Oleh Muhammad Ilham Arisaputra, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan
Reforma Agraria di Indonesia”, Yuridika. Vol. 28 No. 2, Mei - Agustus 2013. him. 191.

3 Rakhmad, Hukum Administrasi Negara Indonesia, him. 22.
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Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
mengharuskan pemerintah dalam menentukan sebuah kebijakan bernegara harus
dapat memperhatikan hak-hak setiap warga negara agar kebijakan tersebut dapat
sedekat mungkin dengan apa yang di harapkan setiap warga negara. Dalam
penyelenggaraan negara pemerintah pun wajib bersifat terbuka kepada masyarakat
atas informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggung
jawaban pelaksanaan kewenangan pemerintah itu sendiri. sehingga dalam Konsep
tata kelola pemerintahan yang baik ini dapat dikatakan telah memperkuat posisi
masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintah

tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kewenangannya.
4. Teori Perizinan

Izin atau yang dikenal dengan istilah vergunning adalah suatu keputusan
yang dikeluarkan penguasa yang pada hakikatnya memberikan persetujuan
terhadap suatu hal yang sebelumnya dilarang untuk dibolehkan dengan berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan pengertian tentang izin,
banyak para ahli memberikan pengertian mengenai izin secara berbeda-beda.
Menurut Sjachran Basah tidak lah mudah untuk memberikan definisi izin.3® Adapun
Utrecht berpendapat bahwa izin (vergunning) adalah apabila pembuat aturan tidak
secara umum melarang suatu perbuatan dengan masih memperbolehkan

dilakukannya perbuatan tersebut dengan ketentuan sesuai dengan hal konkret, maka

% Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, (Makalah pada
Penataran Hukum Administrasi dab Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995), him.1-
2. Dikutip Oleh HR, Hukum Administrasi Negara, him. 196.
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tindakan administrasi negara tersebut bersifat suatu izin (vergunning).3® Adapun

perngertian izin dapat di bagi menjadi 2, yaitu:3’

a. lzin dalam arti luas, yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih
sama, bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan
sesuatu yang mestinya dilarang.

b. lzin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan di larang, kecuali diperkenankan.
Dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan
perkenaan tersebut dapat diteliti pada setiap kasus yang pernah ada
sebelumnya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan izin merupakan sebuah instrument
pemerintahan yang gunanya untuk mengatur urusan yang ada di masyarakat dan
selanjutnya disebut dengan perizinan. Berkaitan dengan hal tersebut, perizinan
merupakan sebuah instrument pemerintahan yang paling banyak digunakan dalam
bidang hukum administrasi.® Instrument perizinan ini diadakan sebagai wujud dari
implementasi pelayanan publik dari konsep negara kesejahteraan yang
menginginkan pemerintah berperan aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan
rakyatnya dan berbasis pada konsep negara hukum vyaitu terkait dengan asas

legalitas.

Dalam rangka pembaharuan pengaturan sistem perizinan, kegiatan

masyarakat harus dibagi secara jelas dalam bentuk kegiatan yang masuk ke dalam

% E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Ichtiar 1957), him. 187.
Dikutip Oleh Sutedi, Hukum Perizinan, him. 167.

37 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Yuridika, 1993), him. 2-
3.

3 1bid, him. 2.
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ranah perizinan dan non perizinan. Pembagian proses pelaksanaan perizinan dan
non perizinan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi profesionalisme, efisiensi,
efektif dan bersih.®® Hal ini guna memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan
yang ada di masyarakat dalam proses pelaksanaan perizinan. Dimana, kegiatan
Perizinan sebagai suatu tindakan pemerintah terhadap warganya tidaklah boleh
dilakukan dengan cara sewenang-wenang sehingga kegiatan perizinan dan non
perizinan pun harus dibuat sederhana, jelas/transparan, tepat waktu, murah, adil dan

memiliki kepastian hukum.*

Dalam proses penyelenggaraan perizinan, ada beberapa istilah yang mirip
dengan izin dan juga merupakan suatu kegiatan admnistrasi negara yang telah diatur

oleh peraturan perundang-undangan, yaitu: 4*

a. Dispensasi merupakan sebuah keputusan administrasi negara yang
membuat suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh peraturan
perundang-undangan menjadi boleh untuk dilakukan, hal ini membuat
peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tidak berlaku karena suatu
hal yang istimewa (relxation legis).

b. Lisensi adalah suatu tindakan pemberian izin yang memberikan seseorang
atau sekolompok orang hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.

c. Konsesi merupakan tindakan pemberian hak oleh pemerintah kepada

konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah dalam

39 Agus Ngadino, “Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis”, Jurnal Simbur
Cahaya. 2012. him. 6

40 Ibid.

41 Vera Rimbawawty Sushanti, Hukum Perijinan, Buku Ajar, (Fakultas Hukum Universitas
Bhayangkara Surabaya, Bandung, 2020), him. 2-3.
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penyelenggaraan pekerjaan besar yang melibatkan kepentingan umum
sebagai tugas pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau
kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan

kewajiban serta syarat-syarat tertentu.
5. Definisi Konseptual

a. Persetujuan Lingkungan
Persetujuan lingkungan merupakan sebuah mekanisme izin
lingkungan dalam kegiatan perizinan usaha sebagai upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Persetujuan lingkungan merupakan sebuah
istilah baru yang menggantikan istilah izin lingkungan di dalam UU PPLH.
Persetujuan lingkungan lahir setelah diatur di dalam UU Cipta Kerja.
Menurut Pasal 21 UU Cipta Kerja, lahirnya konsep persetujuan lingkungan
adalah sebagai sebuah langkah untuk memudahkan setiap orang
mendapatkan persetujuan lingkungan itu sendiri sehingga setiap orang tidak
mengalami hambatan untuk memulai kegaiatan usaha mereka.
b. Model Perizinan
Perizinan merupakan salah satu wujud dari pelaksaan kewenangan
pemerintah dalam fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian terhadap
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.*?> Dalam hal ini terkait
dengan model perizinan usaha adalah mengenai bentuk-bentuk izin yang

harus di dapatkan dalam mekanisme perizinan usaha. Mekanisme perizinan

42 Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, him. 168.
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di adakan untuk berbagai kepentingan terutama memperhatikan
kepentingan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal di atas, sebagaimana telah di amanatkan Pasal
33 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menghendaki negara untuk melindungi
kepentingan lingkungan hidup atau dikenal dengan konsep pembangunan
berkelanjutan. Maka, dalam rangka memperhatikan kepentingan
lingkungan hidup. Pengaturan sistem hukum di Indonesia dalam rangka
penyelenggaraan perizinan telah menempatkan kepentingan lingkungan
hidup sebagai suatu hal yang harus di jaga dan tidak boleh di kesampingan
dengan aspek kehidupan lainnya. Hal ini sebagaimana lahirnya UU yang
telah mengatur mekanisme izin lingkungan dalam hal kegiatan perizinan
usaha dan sekarang diatur dengan persetujaun lingkungan di dalam UU
Cipta Kerja.

c. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan
sebuah upaya manusia untuk melakukan interaksi terhadap lingkunan
dengan tujuan mempertahankan kehidupan dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.** Adapun menurut Pasal 1 angka
2 UU PPLH mengartikan bahwa %

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,

43 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, him. 44.
4 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.
32 Tahun 2009, LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059. Pasal 1 Angka 2.
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pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan

penegakan hukum.

Adapun secara konstitusional menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI
1945 pemerintah memelikki wewenang dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.*® Oleh karena itu, dapat kita simpulkan
bahwa pemerintah memilikki tugas dan kewajiban dalam upaya penegakan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih lanjut diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.
F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan peneltian ini di titik beratkan pada konsep
pengaturan persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dampaknya terhadap upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembatasan ruang lingkup yang
dilakukan oleh penulis ditujukan agar penulisan penelitian dapat tersusun secara
terstruktur, sistematis, jelas, dan tidak melebar ataupun menyimpang dari judul dan

rumusan masalah yang ada.

G. Metode Penelitian

Penelitian (research) adalah pencarian pengetahuan ilmiah yang digunakan

untuk menjawab persoalan tertentu.*® Sedangkan penelitian hukum merupakan

4 Akib, Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional, him. 93.
4 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. 8
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), him. 19.
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sebuah proses untuk menjawab isu-isu hukum yang di hadapi dengan menemukan
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum.*’
Metodologi adalah sebuah istilah yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata
“metodos” dan kata “logos”, kedua kata tersebut memilikki arti jalan atau cara dan
ilmu atau pengetahuan. Apabila kita simpulkan, metode adalah cara-cara
melakukan penelitian tersebut dalam rangka mencari kebenaran pengetahuan
(ilmiah). Maka, metode ilmiah dapat disimpulkan sebagai sebuah prosedur yang

harus lalui untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.*®

Metode penelitian dalam suatu aktivitas penelitian ilmiah dimaksudkan agar
kegiatan penelitian ilmiah tersebut tidak menyimpang ataupun melebar dari apa
yang di teliti sehingga tetap berada pada jalur yang tepat dan agar dapat mencapai
kebenaran pengetahuan dari suatu persoalan tertentu. Oleh karena itu, penulisan

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, Penelitian ini adalah
jenis penilitian hukum yang memberikan pemahaman dalam persoalan norma
hukum pada tatanan dogmatik. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjelaskan
persoalan-persoalan hukum yang ada sehingga dapat diketahui kebenarannya

menurut hukum itu sendiri. berkaitan dengan hal tersebut, penelitian hukum

47 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed.1, Cet.7 (Jakarta: Kencana, 2011), him.
35.

4 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. 13 (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012), him. 44.
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normatif ini juga sering disebut penelitian yuridis normatif dan terdiri atas penilitian

terhadap:*°

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum

b. Penelitian terhadap sistematika hukum

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
d. Penelitian sejarah hukum

e. Penelitian perbandingan hukum

Berdasarkan hal di atas, menggunakan penelitian normatif ini penulis akan
menguraikan tentang bagaimana konsep persetujuan lingkungan lingkungan
sebagai model perizinan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup pada tataran dogmatik hukum terhadap asas-asas hukum.
2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan, penulis menggunakan beberapa

pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Dalam pendekatan perundang-undangan mengharuskan penulis
memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.>°
Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan peraturan
perundang-undangan dan regulasi terkait untuk dilakukannya tahapan

pemeriksaan, melakukan pengamatan, pengkajian serta penelaahan

49 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
him. 12.
%0 Marzuki, Penelitian Hukum, him. 96.
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terhadap persoalan hukum yang yang sedang di teliti. Pendekatan
perundang-undangan ini juga dilakukan untuk menguji kesesuaian norma
baik antar norma dalam suatu Undang-Undang, Undang-Undang dengan
Undang-Undang lainnya maupun Undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar. Pendekatan perundang-undangan ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman terhadap penulis dalam mempelajari persoalan
hukum yang ada sehingga di harapkan dapat memecahkan persoalan hukum
tersebut.
b. Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach)

Pendekatan ini merupakan suatu pemahaman yang mengarah ke
masa depan mengenai apa yang akan terjadi sebagai akibat dari apa yang
terjadi di masa kini melalui pandangan ilmiah terhadap perkembangan fakta
fakta hukum yang ada.

c. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan ini merupakan suatu pemahaman yang merujuk pada
doktrin-doktrin hukum dari para sarjana.>! Pendekatan ini dilakukan karena
belum ada atau tidak adanya aturan-aturan yang relevan untuk mengatasi
permasalahan yang ada. Maka dari itu, penulis perlu menggunakan
pendekatan konseptual ini untuk menjawab permasalahan yang ada dalam
kaitannya persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1 Dyah Octarina Susanti dan A’an Effendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Cet. 2
(Jakarta: Sinar Grafika, 20115), him. 115.
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3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam penilitian ini sangatlah dibutuhkan, hal ini
bertujuan agar penulis dapat memiliki acuan dalam menjawab persoalan hukum
yang ada. Bahan bahan hukum tersebut dibagi kedalam 3 jenis sumber bahan

hukum yang antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas
atau disebut bahan hukum yang bersifat autoritatif.>> Adapun bahan hukum
primer yang di gunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara. 2009/ Nomor. 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5059.)

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Nomor. 2020/ Nomor. 245, Tambahan Lembaran
Negara Nomor. 6573.)

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara 2009/Nomor. 112, Tambahan Lembaran Negara

Nomor. 5038.)

%2 1bid, him. 141.
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5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara 2014/Nomor. 291, Tambahan
Lembaran Negara Nomor. 5601.)

6) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Nomor. 2014/ Nomor. 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor. 5587.)

7) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara 2021/Nomor. 32, Tambahan Lembaran Negara
Nomor. 6634.)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari
jurnal, buku-buku, majalah, koran, dan dokumen atapun karya tulis ilmiah
yang berkaitan dengan persetujuan lingkungan sebagai model perizinan
usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Bahan-bahan hukum tersebut memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder atau bahan hukum peraturan
perundang-undangan spendukung yang digunakan oleh peneliti adalah
seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4
Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
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Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (Berita Negara 2021/Nomor. 267.)
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terdiri dari hasil
penelitian, kamus, dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.>?
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan Teknik pengumpulan bahas studi
kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan bahan ini dilakukan dengan
cara mengumpulkan bahan-bahan sekunder maupun tersier yang terdiri dari buku-
buku, jurnal-jurnal, makalah, koran, artikel ilmiah, karya tulis dan sebagainya yang
kemudian di inventarisir agar sesuai dengan persoalan hukum yang sedang di teliti

oleh penulis.
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum merupakan Langkah mengorganisasikan data
atau menyusun data agar data penelitian yang ada bisa dibaca (readable) dan dapat
dilakukan penafsiran (interpretable).>* Adapun tahapan pengolahan bahan

penelitian yang digunakan antara lain adalah:

53 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Peneleitian Hukum, him. 32.

% M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Ed. 1, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2017), him. 119

5 Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), him. 181.
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a. Editing, merupakan langkah penelitian kembali yang dilakukan penulis
terhadap bahan hukum yang ada untuk memeriksa kelengkapannya
sehingga penulis dapat merumuskannya kedalam kalimat sederhana

b. Sistematisasi, merupakan tahapan penyeleksian bahan hukum yang ada dan
setelah itu penulis melakukan pengkategorisasian bahan hukum yang
kemudian dilakukanlah penyusunan data hasil penelitian secara sistematis
dan logis, maksudnya adalah antar bahan hukum yang ada memiliki
hubungan atau saling berkaitan.

c. Deskripsi, merupakan tahapan peneliti melakukan penjabaran atas hasil
penelitian yang didapat berdasarkan bahan hukum yang ada dan kemudian

melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun penelitian ini menggunakan teknis analisis bahan hukum metode
kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan
mengolah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah didapat dari studi
kepustakaan sebelumnya dan kemudian di susun menjadi sebuah karya ilmiah yang
bersifat preskriptif atau penelitian yang ditujukan guna mendapatkan saran-saran
mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan

tertentu.>8

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 (Jakarta: Ul-Press, 2014), him.
10.



32

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menarik kesimpulan dengan
menggunakan metode deduktif. Dimana penarikan kesimpulan dilakukan penulis
dengan cara menempatkan pikiran penulis pada kerangka struktur substansi yang
bersifat umum kemudian di kerucutkan menjadi hal yang bersifat khusus terhadap

persoalan yang ada.
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